
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN D/\ERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR A7 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMT'KO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI.IA ESA

l/enirnbang

BUPATI MUKOMUKO,

: a. bahwa sehubungan dengan senrakin rneningkatnya beban kerja dan

untuk mempefpendek rentang kendali birokrasi dan koordinasi dalarn

rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor s

Tahun 2005 perlu ditata kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a cti.atas, perlu cJiatur

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah KabuFraten Mukomuko.

$r
: 1. Undang-undang Nomoi 03 Tahun 2003 tentang penrlrentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma rjan Kabupaten Kaur

dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia 2003

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara a266);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang pernbentukarr

Peraturan Perundang-undangan (t..erlbaran Negara lRepublik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, -[anrbahan Lerrbaran Negara

Nomor 4389):

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mengingat

(Lembaran l.,legara Republik Indonesia Tahun 200,{ Nornr:r 125,

l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinrbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat cJan Penrerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 126,

Tarnbahan Lembaran l.legar;: l{ornor 4,j38);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 0B TahLrn 2003 tentarrg PeiJornan

Org;nnisasi Per;rngkat Daerarh (l-ernb;lran Negilr;r ilerpublik lndonesia
-Iahun 2003 Nonror 15);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetuj uan Be rsam'a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN

MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten fulukomuko;

c. Bupatiadalah Bupati Mukomuko;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

e. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan

Kabupaten Mukomuko;

g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;

h. Keputusan Bupatiadalah Keputusan Bupati Kabupaten Mukomuko.

$,

Dewan

Daerah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAER/\H

KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 2

(1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daeralr sebagainrana terlampir pada

Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini.
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(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing masing-masing jabatan struktural pada

Dinas Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peratura,r Bupati dan atau

Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB III

SUSUf,.IAN ORGANISASI DINAS DAERA}{

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mukonruko, terdiri dari :

1. DTNAS PENDIDIKAN, I(EBUDAYAAN DAN PEMUDA A OIAH R,AGA.

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris.

Sub Bagian Umum & Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendidikan Dasar.

Seksi Kurikulum.

Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan,

Bidang Pendidikan Menengah.

Seksi Kurikulum.

Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

Bidang Bina Prograrn.

Seksi Perencanaan.

Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan,

Biclang Kebudayaan, Pendidikan Luar Sekolaft, Pernttda dan Olah Raga

Seksi Kebudayaan,

Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Kelompok labatan Fungsional.

Unit Felaksana Teknis Dinas.

?.. DTNAS KESEHATAN.

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bagian Sarana dan Prasarana.

- Seksl Sarana dan Prasarana Kesehatan.

d.

e.

f.

$r

9.

h.

Perda Kab. Mukomuko Tahun 2408



Seksi Logistik Farmasi dan OMKA.

d. Bidang Promokes dan Kesling.

- Seksi Penyuluhan dan JPKM.

- Seksi Kesehatan Lingkungan.

e. Bidang P2PdanYankes.

- Seksi P2P,

- Seksi Kesga Gizi dan Yankes/Rujukan'

f. Bidang Bina Program

Seksi Perencanaan & Pengendalian Program.

- Seksi Monitoring Evaluasi & Pelaporan'

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

DINAS PEKER.?MN UMUM, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan KePegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan & Pengendalian Program.

- Seksi Monitoring Evaluasi & Pelaporan.

d. Bidang Sumber Daya Air.

- Seksi Bangwil dan Pedesaan.

- Seksi Irigasi dan Tata Guna Air.

e. Bidang Bina Margal.

- Seksi Jalan.

- Seksi Jembatan.

f. Bidang Cipta Katya.

- Seksi Bagian Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman.

- Seksi Tata Kota dan Desa.

Kelompok labatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

+r

g'

h.
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4. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan KePegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c, Bagian Bina Program.

- Seksi Perencanaan.

- SeksiMonitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pengembangan Koperasi dan UKM'

- Seksi KoPerasi.

- Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

e. Bidang Perindustrian.

- Seksi Pengembangan Potensi industri Daerah'

- Seksi Pengembangan Potensi Investasi'

f. Bidang Perdagangan

- Seksi Perizinan Investasi dan Perdaganqan Daerah'

- Seksi Pengembangan Perdagangan Daerah'

g* Kelompok Jabatan Fungsional.

h, Unit Pelaksana Teknis Dinas.

DINAS KELUARGA BERENCAN& KEPENDUDUK,AN, TENAGA KERJA

TRANSMIGRASI

$,

DAN5,

a. Kepala Dirtas

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan KePegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan.

- Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan'

d. Bidang Kesejahteraan Keluarga Berencana'

- Seksi Penyuluhan KB dan Analisis.

- Seksi Pengendalian KB, KS dan Pemberdayaan Keluarga'
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l
e. Bidang Kependudukan.

- Seksi Catatan Sipil.

- Seksi pelayanan Kependudukan dan Statistik.

f, Bidang Nakertrans.

- SeksiTenaga Kerja.

- SeksiTransmigrasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional,
h. tlnit pelaksana Teknis Daerah.

6. DINAS PERTANIAN, KFTAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN.
a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina program

- Seksi perencanaan.

- Seksi Monitoring Evaluasi dan pelaporan.

d. Bidang peftanian Ketahanan pangan.

- sek'i produksi proteksi ranaman pangan dan Hortir.rurtura.
- seksi Ketersediaan, Distribusi dan Keaneka Ragaman pangan.

e" Bidang Kefautan dan perikanan.

- Seksi Kelautan.

- Seksi perikanan.

f. Bidang peternakan.

- Seksi Kesehatan dan produksi lernak.
- Seksi pengembangan dan Agri Bisnis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit pelaksana Teknis Dinas.

7' DrNAs KEHUTANAN, PERKHBUNAN DAN KoNsERvAsr suMBFR. DAYA ArAM
a. Kepala Dinas

b. Sekretaris,

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

t?

- Sub Bagian Keuangan.
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c. Bidang Bina program

- Seksi Perencanaan,

- Seksi Monitoring Evaluasi dan pelaporan.

d. Bidang Kehutanan.

- Seksi Pengusahaan Hutan.

- Seksi Perlindungan Hutan.

e. Bidang Perkebunan.

- Seksi Budi Daya perkebunan.

- Seksi Produksi dan proteksi perkebunan.

f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.

- Seksi Pemetaan Hutan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

8' DrNAs sosrAl' KESM DAN PEMBERDAYA,AN pEREMpuAN.

a. Kepala Dinas tl
b. Sekretaris,

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina pmgram.

- Seksi perencanaan.

- Seksi Monitoring Evaluasi dan pelaporan.

d. Bidang Sosial.

- Seksi Bimbingan dan penyuluhan Masyarakat.

- Seksi Bina Bantuan Masyarakat.

e. Bidang Kesejalrteraan Rakyat.
- Seksi pengentasan Kemiskinan.

- Seksi Kerohanian dan Urusan Haji.

f. Bidang pemberdayaan perempuan.

- seksi peningkatan peranan wanita dan Kesetaraan Gender.
- seksi pembinaan Keterampilan wanita dan Kesejahteraan Keluarga.

g. Kelompok Jabatan Fungsionat.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
%Perda Kab. Mukomuko
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h, Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
pasat 4

Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah

tedampir pada Lampiran ll dan merupakan bagian

Daerah ini.

Kabupaten Mukomuko sebagaimana

yang tak terpisahkan dari Peraturan

(1)

\/)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kealrlian dan

spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahiian dan kebutuhan

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundan g-undan gan.

l(elompok Jabatan Fungsir:nal sebagaiinana dimaksud pada ayat (1; ctipimpin olef'
tenaga fungsional senior yang Citunjuk oleh Bupati.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.

Jenis dan Jenjang .labatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dan l(elompok Tenaga

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-nrasing maupLrn antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten serta dengan instansi lain diiuar Pernerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.
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Pasal 8

setiap Pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing_masing dan
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

apabila

dengan

(1)

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung je,wab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pimpinan

Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan organisasi dibawahnya tjan
dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengaoatli
rapat berkala.

BAB VI

ESELON JABATAN

Pasal 10

Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon ll b.

sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dalam Jabatan Eselon lll a

Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepara

Teknis Dinas/ Lembaga'feknis Dinas adatah

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) Subbidang dan Kepala Unit petaksana

Jabatan Eselon lV a.

BAB VII

KETENTUAN LAIN _ LAIN

Pasal 11

setiap satuan organisasi Dinas Daerah dapat membentuk unit pelaksana Teknis Dinas
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Paeal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

Bupati Mukomul<o.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diurrdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan

Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukortnuko
Padatanggal LB Desember2006

BUPATI MUKOMUKO, i,

TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

LB Desember 2006

KABUP/\TEN MUKOMUKO

MUARDI DJIDIN
Utama Muda NlP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2OO6 NOMOR: 07 SERI " o"
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2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Kesehatan menyelenggarakan fu ngsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

III. DINAS PEKER'AAN UMUM, PERUMAHAN DAN PEMUKTMAN

A. KEDUDUKAN:

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana

Teknis bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman, dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI:

1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugaf,

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 dialas, Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

IV. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

A. KEDUDUKAN:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksaha

Teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.
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TUGAS DAN FUNGSI:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan U KM menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unil pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati,

V. DINAS KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, TENAGA KFR"TA

DAN TR.ANSMIGRASI

A. KEDUDUKAN:

Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Keluarga Berencana, KePendudukan,.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang hrerada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI:

1. Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan

pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Ketuarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

" d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati'

ffio Tahun2ooo



VI. DINAS PERTANHN, KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAH
PETERNAKAN

KEDUDUKAN:

Dinas Peftanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Petemakan merupakan unsur

pelaksana Teknis bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan,

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI:

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan

pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan

fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya; *r

d. Pembinaan terhadap unil pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

VII. DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN KONSERVASI SI'MSER
DAYA ALAM

A. KEDUDUK,AN:

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya Alam merupakan unsur

pelaksana Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya

Alam, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

B. TUGAS DAN FUNGSI:

1 Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya Alam mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan

pembantuan.

._l-t
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Dalam mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Dinas

Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi sumber Daya Aram menyelenggarakan

furtgsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaf.sanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

VIII. DINAS SOSIAL, KESRA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. KEDUDUKAN:

Dinas Sosial, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana

Teknis bidang Sosial, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada di bavvah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

B. TUGAS DAN FUNGSI: ir
1 Dinas sosial, Kesra dan pemberclayaan perempuan mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Dinas Sosiat,

Kesra dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusart kebijakan teknis sesuai clengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Perda Kab. Mukomuko fadinlOOi
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Dif'JAS P=NDIDIT(AN, KEBUDAYAiAN,

PE},!UDA DAN OLAH RAGA

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor : 07 Tahun 2006
Tanggat : Lg f5w\r 2006

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIO}.iAL

KASUBBAG
UMUM DAN

KEPECAWAIAN

KABID
tsINA PROCRAM

. 
KABID

PENDIDIKAN
DASAR

KABID
PENDIDIKAN
MEhIENGAH

KABID
KEBUDAYAAN,

PLS DAN PO

SEKSI

PERE.fCANAAN

SEKSI

KURIKULUM

SEKSI

KETENAGAAN
DAN KESISWAAN

SEKSI

KETENAGAAN DAT.\
KSSISWAAN

SEKSI

KEBUDAYAAN

KASUBBAG
KEUANCAN

SEKSI

PLS DAN PO



RUKTUR ORGANISASI
HAS KESEHATAN

Lampiran :

'l1].1it-altril."'i'''' r'::'::::

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuxo

Tanggal
07 Tahun 2O06
: 2.8 De;vwbq7. 2006

KELOMPOK
JABATAN

FIjNGSIONAL

KASUB BAC
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KABID
PROMOKES DAN

KESLTNG

KABID
P2P DAN
YANKES

KABiD
BINA PROORAM

KABID
SARANA. PRASARANA

DAN FARMASI

SEKSI
PENYULUHAN

DAN JPKM

SEKSI
KgSEIIATAN

LINGKTJNGAN

SEKSI
MONEV DAN
PELAPORAN

SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA
KESgHATAN

SEKSI
LOGISTIK

FARMASI DAN
OMKA

I(ASUB BAG
KEUANGAN

,

SEKSI I

KESGAGIZI ;

DANYANKEg ]

RUruI(AN
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Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor : 07 Tahun 2006
Tanggal : 2-B Wtrwbe 2006

KELOMPOK
JABATAN

FLNGSIONAL

KEPALA
DINAS

KASUBBAC
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

MONEV DAN
PELAPORAN

SEKSi

IRIGASI DAN
TATA GUNA AIR

SEKSI

\ JALAN

SEKSI

JEMBATAN

SEKSI
CIPTA KARYA,

SEKSI

TATA KOTA
DAN DESA

'vd.

K0r
F..J



STRUKTUR C)RGANISASI:
'rNAS KOPERAST, UKM INDUSTRI. 

DAN PERDAGANG.AN

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor : 07 Tahun 2006
: 29 7ssq,ubsv 2006

SEKSI
TENCANAAN

KBPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KASUB BAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUB BAG
KEUANGAN

KABID
PENGEMBANCAN

KOPERASI DAN UKM
KABID

PERDACANGAN

SEKSI
MONEV DAN
PELAPORAN

SEKSI
KOPERASI

SEKSI
USAHA KECIL DAN

}IEI.iENGAH

SEKSI
PERZINAN

INVESTASI DAN
PERDACANGAN

SEKSI
PER.DAGANGAN

DAERAH

SEKSI

PEN6EMBANCAN
POTENSI TIjDUSTRI

DAERAH

SEKSI

PENGEMBANGAN
POTENSI

INVESTASI



STRU K]'U R ()RGAN ISASI :

}INAS KELUARGA BERENCANA,
>ENDUDUKAN DAN NAKERTRANS

Nomor
Tanggal

Tahun 2OOE

\staubcl 2ooo
o7
/&

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KABID

BINA PROGRAM

KEPALA

SEKRETARIS

KASUB BAG
UNIUM DAN

KEPECAWAIAN

KABID
NAKERTRANS

KABID

KEPENDUDL'iKAN

KABID
KESEJAHTERAAN

KELUARGA
BERENCANA

SEKSI

KEPENDUDUKAN
SEKSI

PENYULUH
KB DAN ANILISIS

SEKSI

PELAYANAN KEPENDU DU KAN
DAN STATISTIK

SEKSI
PENCENDALIAN Kts, KS DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA

SEKSI

TENAGA KERIA

SEKSI
IGRASI

KOMUKO(
a447rvr<44

MONITORNC EVALUASI
DAN PELAPORAN

lru x ot
us



DE!{AS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN,. PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Peraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor : 07 Tahun 2006
Tanggal : 79 |'r.rwbrz 2006

KEPALA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KABID
PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAi.J

KABID

KELAUTAfl DAN PERI|qNAN

I(ABID

PETERNAIGN

SEKSI
PRODUKS1 PROTEIGI TANAMAN
PANGAN dan HORTIKULTUML

SEKSI
KESEHATAN HEWAN DAN

PRODUKSI TERNAK

SEKS'

KELAUTAN

SEKSI
KETERSEDTAAN, DtSTRtBUSt dan

KEANEKARAGAMAN PANGAN

SEKSI

PENC:MBAI.JGAN DAN AGRIBISNIS
SEKSI

PER,IIGNAN

K.ABID
BINA PROGRAM

SEKSI
PERENCANMN

}.*ONEV D'U\ PELAPCRAN



Lampiran
STRUKTUR ORGANISASI:

PINAS KEHUTANAN' PERKEBUNAN DAN

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Nomor : 07 Tahun 2006
Tanggal : 9-B grEfwbcl 2006

Peraiuran Daerah Kabupaten Mukomuko

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

I(ASUBBAG

KEUANGAN

SEKSI

KONSERVASI DAN

REHABILTTASI

SEKSI

PEMETMN HUTAN

I(ABID
KONSERVASI SUMEER

DAYA AIAM

KABID
KEHUTANAN

KABID
BINA PROGRA'''

SEKSI
PENGUSAHMN HUTAN

SEKSI
PERENCANAAN

SEKSI
PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI
MONEV DAN PELAPORAN

KABID

PERKEBUNAN

SEKSI
PRODUKSI DAN PROTEKSI

PERKEBUNAN

BUDI DAYA PERKEBUNAN

(ffi'D
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prNAS soslAt, xesne onN
PEM BERDAYAAN PEREMPUAN.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten MukomukoNomor : 07 Tahun ZOOO 
"-"'"^

Tanggal : 2B otscnnbn 2006

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KABID
BINA PROGRAM

KEPALA

I(ABID

SOSIAL I(ABID
PEMEERDAYMN

PEREMPUAN

SEKSi
BiMBiNGAN DAN PENYULUHAN

MASYARAKAT

SEKSI
BiNA BANTUAN
MASYARAI(AT

XASUBBAG

KEUANGAN

SEKSI
PERENCANAAN

}(ABID
KESEJAHTERMN

RAKYAT

SEKSI
PENGENTASAN
KEMISKINAN

SEKSI
KEROHANIAN DAN

URUSAN HA]I

SEKSI
PENINGKATAN PEMNAN WANITA

DAN KESEIARMN GENDER

SEKSI
Y/ANITA

KELUARGA

tltUKO

"^*J




